
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
sebagai pelaku usaha memiliki peran dan arti penting
serta kedudukan yang strategis dalam menopang
ketahanan ekonomi masyarakat dan juga sebagai
wahana penciptaan lapangan kerja di Kalimantan Timur;

b. bahwa pelaku usaha dari Koperasi, Usaha  Mikro, Kecil,
dan Menengah di Kalimantan Timur  sampai saat ini
belum memiliki kemampuan   Sumber Daya Manusia
yang  memadai dalam bidang manajemen, keterbatasan
permodalan dan penggunaan teknologi yang belum
maksimal sehingga berpengaruh pada rendahnya
kemampuan berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya;

c. bahwa dalam usaha untuk  meningkatkan kesejahteraan
rakyat yang berkeadilan sosial yang ingin diwujudkan
dalam ekonomi kerakyatan dan dalam upaya
mewujudkan ketahanan serta kemandirian ekonomi
maka terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan
ekonomi di Kalimantan Timur  perlu diberdayakan;

d. bahwa  dalam persaingan usaha yang ketat dan
kompetitif di Kalimantan Timur, terutama dari pelaku-
pelaku usaha pemodal besar maka terhadap Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai pelaku
usaha  yang berbasis masyarakat  yang juga berperan
dalam penciptaan lapangan kerja perlu diberikan
dukungan kebijakan  yang bersipat protektif dari
Pemerintah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah
hukum dan administrasi Provinsi Kalimantan Timur.
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6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

7. Dinas/Badan/Kantor adalah Dinas/Badan/Kantor di Iingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

8. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah adalah Dewan Koperasi
Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Timur/Dewan Koperasi
Indonesia Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, merupakan
bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah
perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi serta
sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan
koperasi.

9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas asas kekeluargaan.

10. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha
Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan
pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan
saling menguntungkan.

11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah.

12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,  yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih
dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah.

13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri  sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih
dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah.
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14. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha
nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing
yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah.

15. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan
Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur
dan berdomisili di Kalimantan Timur.

16. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah
upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha,
Pertumbuhan Unit-unit Usaha Baru, pembinaan, dan pengembangan
usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat,
tangguh, dan  mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

17. Pendampingan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah,
Masyarakat dan Dunia Usaha dalam bentuk  memberikan bimbingan,
arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada Pelaku Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah, yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator
yang berkompeten di bidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan,
mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat
menggunakan atau memanfaatkan dana Perkuatan tersebut dan juga
pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi,
peningkatan kualitas serta kemudahan dan ekspansi pemasaran,
sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat  berkembang
maksimal.

18. Fasilitator adalah Orang yang berkompeten di bidang pengembangan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan  memiliki kemampuan dasar
manajerial, kreatif dalam membuat terobosan, yang bertugas  untuk
melakukan pendampingan dan juga memberikan motivasi kepada
Koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat
mengembangkan usahanya.

19. Iklim usaha adalah suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan
pelaku usaha mendapatkan suatu kepastian dalam kesempatan
berusaha dan mengembangkan usahanya.

20. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk
menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh
pelaku usaha.

21. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pemberdayaan Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.
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23. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri
sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan
kepentingan yang sama.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kalimantan
Timur didasarkan pada azas Kekeluargaan dan Profesionalisme Usaha.

Pasal 3

Tujuan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di
Kalimantan Timur adalah:

a. meningkatkan partisipasi dari masyarakat dan dunia usaha dalam upaya
menumbuhkan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;

b. meningkatkan produktivitas, perluasan  pangsa pasar serta iklim yang
kondusif sehingga Koperasi, Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah yang ada
di Kalimantan Timur dapat memiliki kemandirian dan daya saing yang
handal di Kalimantan Timur, dalam negeri dan bahkan dapat ekspansi ke
luar negeri;

c. meningkatkan akses dari pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Usaha Menengah terhadap sumber-sumber daya yang bersifat
produktif; dan

d. meningkatkan peran Koperasi, Usaha mikro, Kecil, dan Menengah sebagai
pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis
pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme
pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam yang
berwawasan lingkungan serta sumber daya manusia yang produktif,
mandiri, maju berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didasarkan pada
prinsip-prinsip:

a. Efektif;
b. Efisien;
c. Terpadu;
d. Berkesinambungan;
e. Profesional;
f. Adil;
g. Transparan;
h. Akuntabel;
i. Kemandirian;
j. Kompetitif;
k. Responsif; dan
l. Etika dan Moral dalam Berusaha;


